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MOTO DAN PERSEMBAHAN • . •
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"Dan kepunyaan AttaMah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di 
situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha 
Mengetahui ” (QS: Al-Boaarah Ayat: 115)

"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk 
dengan hak dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan ” (QS: Al- 
RaafAyat: 181)

"Dan Allah telak meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya 
kamu jangm. melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu 
dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, (QS: Ar-Rahman Ayat: 7-
9r

"Kau tak perlui meras® b&ngga atau hebat atas keberhasilan yang kau dapat, 
melainkan merasa beruntunglah karern telak menjadi salah satu diantara orang 
yang terpilih. Untuk ifts syumrilak Nikmt$“Nya”

"Real pawer does not hit hard, bui stmmht ld ihe pointn

Skripsi ini ku persembahkan 
Untuk:

A Kedua orang tuaku tercinta 
(Babaf H. Cik Mat Amin 
(alm) dan Mama ’ Nys.Hj. 
Habibah)

i- Keluarga besar yang selalu 
mendukung ku 

± Orang-orang yang 
menyayangi ku 

4- dan almamaterku..

IX



UPT PtPPUbTAKAAN 
UNIVERSITAS $ihwijaya

«3.MFTAR

3 i OCT 2012 i*» * »* " ;i»

DAFTAR ISI

iHalaman Judul..............
Halaman Pengesahan ....
Pernyataan Plagiat........
Kata Pengantar.............
Ucapan Terima Kasih.... 
Motto dan Persembahan
Daftar Isi.......................
Abstrak.........................

li
m

. IV
v
IX
x
XII

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan.................
D. Manfaat...............
E. Metode Penelitian

1
8
8
9
9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGATURAN TENTARA ANAK 
DALAM HUKUM HUMANITER

A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional dalam Hubungan
Internasional.................................................................................................
1. Istilah Hukum Humaniter Internasional..............................................
2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter..................................

B. Sumber-Sumber Hukum Humaniter...........................................................
1. Hukum Den Haag................................................................................
2. Hukum Jenewa....................................................................................
3. Protokol Tambahan 1977 ....................................................................

C. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter..........................................
D. Perkembangan-Perkembangan Baru Hukum Humaniter dalam Protokol

Tambahan I 1977.......................................................................................
1. Peraturan Tentang Pembedaan Antara Objek Sipil dan Sasaran Militer

(Civilian Objects & Military Objectives)...........................................
2. Ketentuan Tentang Perlindungan Masyarakat (Civil Defence).......
3. Komisi Internasional Pencari Fakta (Fact-Finding Commision) ....

E. Perkembangan tentang Keterlibatan Anak dan Statunya dalam Konflik
Bersenjata...................................................................................................
1. Istilah Tentara Anak...........................................................................
2. Aturan Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak 1989 .......
3. Hak Anak Secara Teoritis...........................................................

13
14
16
20
21
25
27
31

38

38
41
42

44
46
48
52

x



BAB III. PEMBAHASAN
A. Status Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Sebelum dan Setelah 

Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa
1. Status Tentara Anak Sebelum Protokol Tambahan I dan II Konvensi

Jenewa
2. Status Tentara Anak Setelah Protokol Tambahan I dan II Konvensi

Jenewa...............................................................................................
B. Pelaksanaan Aturan Pelarangan Terhadap Penggunaan Tentara Anak di

Negara Peserta Protokol Tambaahn I dan II Konvensi Jenewa 1949.....
C. Aturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan-aturan dalam Hukum Humaniter

Tentang Tentara Anak..................................................................................
1. Aturan Sanksi dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977..................
2. Aturan Sanksi dalam Statuta Roma Tentang Pengadilan Pidana

1998 ....................................................................................................
D. Kontrol Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan-aturan dalam

Hukum Humaniter tentang Tentara Anak...................................................
1. Peran International Fact-Finding Commisssion................................
2. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)........................................
3. Peran Child Soldiers International....................................................

57

57

59

75

101
101

102

104
105
108
116

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan.
B. Saran...........

118
122

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN..............

124
129

XI



ABSTRAK

: Pengaturan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata pada Protokol 
Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949 

: Siti Hajar Yuni Utami 
: 02081001004

Judul Skripsi

Nama
NIM

Tentara Anak adalah istilah yang diberikan bagi mereka yang berusia dibawah usia dewasa yang 
direkrut dan digunakan ke dalam angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata untuk tergabung 
dalam kesatuan angkatan perang dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana anggota angkatan 
perang lainnya. Keterlibatan Tentara Anak menjadi fenomena yang biasa sejak Perang Dunia i dan 
Perang Dunia II, bahkan masa-masa perang sebelum itu. Permasalahan inilah yang diangkat menjadi 
topik dalam penulisan skripsi yang berjudul Pengaturan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata pada 
Protokol Tambahan I dan 11 Konvensi Jenewa 1949. Hukum humaniter atau yang dikenal juga dengan 
istilah International humanitarian law applicable in armed conflict merupakan cabang hukum 
internasional yang secara khusus mengatur tentang tata cara berperang dan perlindungan terhadap 
korban perang mempunyai sumber hukum yang utama yaitu Hukum Den haag (The Hague Laws) dan 
Hukum Jenewa (Geneva Laws), serta dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan 
II Konvensi Jenewa 1949. Dalam protokol tambahan ini perlindungan tentang korban perang lebih 
spesifik diatur termasuk perlindungan terhadap anak yang tidak boleh terlibat dalam konflik bersenjata 
sebagai tentara, dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif yuridis analitis 
kedua Protokol Tambahan ini dikaji untuk membahas mengenai status Tentara Anak dalam konflik 
bersenjata menurut hukum humaniter. Tentara Anak termasuk ke dalam golongan kombatan serta 
memperoleh hak untuk diserang maupun menyerang pihak lawan apabila tergabung ke dalam satuan 
angkatan bersenjata, dengan penentuan batasan umur seseorang yang boleh tergabung dalam suatu 
angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata. Ratifikasi Protokol Tambahan I dan II yang 
dikeluarkan pada tahun 1977 tidak menjamin larangan penggunaan Tentara Anak di negara pihak 
peserta ditaati. Menindaklanjuti hal ini organisasi PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya yang 
terkait perlindungan anak juga turut serta dalam kampanye-kampanye tentang perlindungan anak 
dalam konflik bersenjata dan upaya-upaya untuk menjamin agar ketentuan dalam Protokol ditaati, serta 
melakukan kontrol terhadap pelaksanaan sanksi bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Kata Kunci: Tentara Anak, konflik bersenjata, Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949.
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ABSTRACT

: Arrangement of Child Soldiers in Armed Conflict in the Additional Protocols I 
and II of Geneva Convention of 1949 

: Siti Hajar Yuni Utami 
: 02081001004

Tittlc

Name
NIM

Child Soldiers is a term that is given to those who are under the age adults who were recruited and 
used in armed forces and armed groups belonging to the unity of the army and has duties and functions 
as well as other members of the armed forces. The involvement of child soldiers into regular 
phenomenon since World War I and World War II, even during the war before that. The problem is a 
topic raised in the writing entitled the thesis setting of child soldiers in armed conflict in the first and 
second additional protocol to the Geneva Conventions of 1949. Humanitarian law or which is also 
known by the term International Humanitarian Law applicable in armed conflict is a branch of 
intemational law that specifically regulates the procedure for the protection of victims of war and war 
have a primary source of law is the law of Den Hag (the hague laws) and the law of Geneva (geneva 
laws), and equipped with additional Protocols I and II additional Protocol to the Geneva Conventions 
of 1949. In this additional protocol on the protection of war victims more specifically set including the 
protection of children should not be seen in armed conflicts as soldiers, using the normative and 
analytical descriptive approach juridical second additional protocol on the review to discuss the status 
of child soldiers in armed conflict by humanitarian law. Child soldiers belong to the class of 
combatants as well as the right to strike and strike at the opponent when incorporated into a unit of the 
armed forces, with the determination of someone who may be age restrictions incorporated in the units 
of the armed forces, with the determination of the minimum age limit a person may belong to the 
armed forces or armed groups. Ratification of Additional Protocol I and II were issued in 1977 does 
not guarantee the ban on the use of child soldiers in the country adhered to the participants. Follow up 
this, United Nations agencies and other humanitarian organizations related to the protection of children 
also participated in the campaign - a campaign on the protection of children in armed conflict and 
effort - an effort to ensure that the provisions of the protocol followed, and perform control on the 
implementation of sanctions for those who violate the provisions of said.

Key Word : Child Soldiers, armed conflict, Additional Protocols 1 andil of Geneva Convention of
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam khasanah sejarah umat manusia, perang merupakan suatu bentuk 

hubungan yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi. 

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa sebagian besar sejarah manusia 

diwarnai dengan peperangan. Bahkan seorang negarawan terkenal, Jean Jacques 

Rousseau dalam bukunya Contract Social, mengatakan bahwa perang merupakan 

salah satu bentuk hubungan antar negara.1 Pada kenyataannya perang telah menjadi 

bagian hidup dari umat manusia yang tidak bisa dihindarkan dan mau tidak mau harus 

diterima bahwa perang itu adalah suatu fakta dalam bentuk hubungan antar manusia.

Perang mempengaruhi banyak aspek tidak hanya dari segi sosial dan ekonomi 

di suatu negara yang terlibat konflik, namun tentu saja berdampak pula pada keadaan 

penduduknya terutama anak-anak yang kerap kali menjadi korban. Mereka tidak 

hanya menderita dan tertindas karena kekacauan yang teijadi akibat perang, beberapa 

diantaranya malah terlibat langsung sebagai prajurit angkatan bersenjata atau tentara 

perang yang wajib membela kelompoknya dengan mempertaruhkan nyawa.

i

. .;Ff!**!!al’ Bentuk-Bentuk Sengketa Bersenjata dalam buku Hukum: Humaniter Suatu 
^\ekilfl "7’ Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum USAKT1, cetakan pertama,

1
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Sebagaimana kita ketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam perang ini 

bidang hukum Internasional yakni dalam bidang hukum humaniter2 

yang dikenal pada permulaan abad ke-20. Usaha untuk mengatur tata cara berperang 

dan konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan humanity 

principle ” seiring terbentuknya Universal Declaraiion of Human Rights di tahun 

1948.3 Menurut isinya pengaturan hukum Hukum Humaniter Internasional yang 

melindungi manusia dalam pertikaian senjata didasarkan pada prinsip pembedaan 

yaitu suatu asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang 

sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata,4 Prinsip pembeda ini 

dibagi dalam tiga golongan yaitu, kombatan, penduduk sipil dan penolong korban 

perang.5

diatur oleh suatu

Kombatan (combatant) merupakan mereka yang secara langsung turut serta 

atau aktif dalam suatu pertikaian baik yang bersifat internasional maupun non- 

intemasional.6 Mereka yang tergolong ke dalam kombatan adalah angkatan bersenjata

2.lstilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International humanitarian law applicable 
in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang 
menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal 
dengan istilah hukum humaniter. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum humaniter 
merupakan bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang 
berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut 
cara melakukan perang itu sendiri, dalam Arlina Permanasari (et al), Pengantar Hukum Humaniter 
Internasional\ Jakarta: ICRC, 1999, hal. 5 dan 9.

.Meria Utama, A to Z International Humanitarian Law, sebagai bahan perkuliahan Hukum 
Humaniter Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya, 2010, hal. 6.

Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Dordrecht:
MartinurNijhhoffPublisher-Hendri Dunant Institute, 1985, hal. 72.
ol . . ***** Utema’ Ferlin<bmgan penduduk Sipil dalam Pertikaian Senjata Non-Internasional 
Sknpsi tidak diterbitkan, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2000, hal. 18.
2005 hal 162HP Hary°mataram’ PenSantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,



3

milisi dan korps sukarela, serta kelompok gerakan 

perlawanan yang terorganisir.7 Menurut aturan hukum humaniter kelompok kombatan 

ini merupakan kelompok yang boleh di serang dalam peperangan dan bisa dijadikan 

tawanan perang apabila tertangkap.

Secara historis, munculnya anak-anak sebagai tentara perang atau kombatan 

dan terlibat dalam konflik bersenjata dimulai pada sekitar abad ke 18. Anak-anak 

tidak langsung telah turut serta dalam konflik bersenjata, awalnya mereka 

hanya membantu para anggota dalam kelompok angkatan bersenjata namun pada 

akhirnya anak-anak tersebut mulai direkrut dan dijadikan anggota Seiring dengan 

perkembangan konflik bersenjata tersebut berkembang pula mengenai apa yang 

disebut dengan tentara anak (Child Soldiers).9

Selama sepuluh tahun terakhir, diperkirakan dua juta anak-anak telah tewas 

dalam konflik. Lebih dari satu juta menjadi yatim piatu, lebih dari enam juta telah 

terluka serius atau cacat permanen dan lebih dari sepuluh juta telah ditinggalkan 

dengan trauma psikologis yang serius,10 hal ini diakibatkan oleh peperangan yang 

terjadi baik yang bersifat konflik bersenjata internasional (Non-International Armed

resmi dari suatu negara,

secara

7. Arlina Permanasari, In Introduction to International Humanitarian Law, 3 Desember 2008, 
dalam Meria Utama, A toZ International Humanitarian Law, Op.Cit, hal. 35.

8. Pasal 44 Protokol 1 Konvensi Jenewa 1949.
■Child soldier atau prajurit anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun yang merupakan 

bagian dari setiap jenis kekuatan bersenjata reguler atau tidak reguler atau kelompok bersenjata dalam 
kapasitas apapun yang juga termasuk sebagai koki, pesuruh dan siapapun anak yang ikut dalam 
kelompok bersenjata di luar anggota keluarga, yang merujuk pada anak yang membawa atau memiliki 
senjata, definisi menurut United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). 
http://www.unicef.org/emerg/index_childsoldiers.html, (diakses 30 November 2011), dalam 
teijemahan kamus Inggris-Indonesia child soldier berarti prajurit anak, sedangkan child soldiers berarti 
tentara anak.

,0.SOS Children’s Village, Anak-anak Dalam Konflik-Tentara Anak htto://www child- 
soldier.org/. (diakses 23 Oktober 2011). a-------

http://www.unicef.org/emerg/index_childsoldiers.html
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Conflict) maupun konflik bersenjata yang sifatnya internal (Internal Armed Conflict). 

Padahal anak-anak merupakan objek yang seharusnya dilindungi dalam sebuah 

peperangan atau konflik bersenjata. Negara sebagai entitas yang berdaulat memiliki 

fungsi mutlak yakni melindungi warga negaranya dari segala ancaman bahaya, 

terlebih dalam hal ini anak-anak.

Penggunaan anak di bawah umur sebagai alat negara untuk berperang 

merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh Prinsip-prinsip umum Hukum 

Internasional (Jus Cogens). Aturan Jus Cogens merupakan aturan-aturan dasar 

hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public-policy (ketertiban 

umum) dalam pengertian hukum nasional.11 Prinsip dari Jus Cogens tersebut dalam 

konteks perekrutan terhadap anak untuk dijadikan tentara menurut Waldock dapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari 

pelanggaran suatu kewajiban internasional yang essensial guna perlindungan terhadap 

kepentingan fundamental masyarakat.12

Aturan Jus Cogens memasukkan larangan penggunaan kekerasan oleh negara, 

sebagaimana dijelaskan di dalam Piagam PBB pasal 1 dan larangan pembunuhan 

massal, perbudakan, diskriminasi rasial serta menegaskan hak hidup dari setiap orang. 

Perekrutan anak-anak di bawah umur masuk kepada penghilangan kepentingan 

fundamental anak-anak seperti perlindungan dan pendidikan yang layak. Hal tersebut

2003 h j,l’jYgdlia Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai', Bandung: PT Alumni, 

'\lbid,
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menunjukkan pertentangan dengan cita-cita perdamaian yang seharusnya dirasakan 

oleh anak-anak.

Dalam konsideran Konvensi Hak Anak yang ditunjuk dalam Deklarasi 

mengenai Hak-hak Anak dikatakan bahwa anak karena alasan kedewasaan fisik dan 

jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk di dalamnya 

perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan juga sesudah kelahiran. Dengan 

kata lain anak-anak membutuhkan perlindungan yang lebih ekstra karena keadaan

psikisnya yang masih rentan dan labil yang mengakibatkan anak-anak lebih mudah 

dipengaruhi dan dimanipulasi dibandingkan orang dewasa, kondisi inilah yang 

dimanfaatkan oleh kelompok angkatan bersenjata untuk merekrut mereka.

Anak-anak merupakan sumber daya murah dan banyak untuk komandan

militer yang membutuhkan pasokan pasukan solid untuk zona perang. Kurangnya

kemampuan mereka untuk menilai suatu bahaya mempunyai arti bahwa mereka

bersedia mengambil resiko dan tugas sulit yang orang dewasa atau remaja yang lebih 

tua akan menolak melakukannya.14 Anak-anak tersebut umumnya tunduk pada 

penyalahgunaan wewenang penguasa yang merekrut mereka, tentu saja

kesewenangan tersebut akan berdampak negatif dan akan berdampak serius pula bagi 

perkembangan fisik dan emosional kesejahteraan mereka.

United Nations International Children ’s Emergency Fund (UNICEF) salah 

satu badan PBB yang mengurusi masalah-masalah anak memperkirakan ribuan anak

13.Konsideran Konvensi Hak Anak 1989.
•Michelle Baja, Tentara Anak,

http_;//www.vision.org/visionmedia/article.aspx?id=6684. (diakses 25 Oktober 201 i). 2008,

http://www.vision.org/vis
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10 tahun terlibat dalam pertempuran.15 Anak dikerahkan dan digunakan 

sebagai tentara dalam skala yang sangat besar. Di Somalia sebagian besar anak di 

bawah umur direkrut melalui sekolah-sekolah, perkampungan, dan komunitas 

secara paksa oleh suatu kelompok Islam militan, mereka mewajibkan tiap-tiap 

keluarga menyerahkan paling sedikit satu orang anak untuk bergabung menjadi 

prajurit.

seumuran

lain

Selain itu permasalahan perekrutan tentara anak tidak hanya terjadi di benua 

Afrika yang sampai saat ini masih terus saja diwarnai konflik saudara ataupun benua 

Asia saja, tapi juga di Eropa, bahkan di benua Amerika. Data terbaru yang 

dikeluarkan oleh Dewan keamanan PBB pada April 2011 menyebutkan, terdapat 22 

negara terlibat dalam perekrutan tentara anak.16 Negara-negara ini meliputi; 

Afganistan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Kolombia, Pantai Gading, 

Kongo, Haiti, India, Irak, Lebanon, Myanmar, Nepal, Palestina, Filipina, Pakistan,

Somalia, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Uganda, dan Yaman.

Pada akhirnya anak terus saja menjadi korban utama dalam konflik bersenjata.

Beragam bentuk penderitaan yang mereka rasakan, anak-anak dibunuh, kehilangan

,5.lsabella Castrogiovanni, Kepala Unit Perlindungan Anak UNICEF, Somalia, mengatakan 
kelompok Islam militan al-Shabab merekrut sebagian besar anak di bawah umur, la mengatakan 
kelompok tersebut merekrutnya dari sekolah-sekolah, perkampungan, dan komunitas lain, 
paksa. Castrogiovanni mengatakan dalam satu kampanye pejabat al-Shabab menekan keluarga- 
keluarga untuk menyerahkan paling sedikit satu anak, dalam Voice of Indonesia, UNICEF: Pihak 
Bertikai di Somalia Rekrut Semakin Banyak Tentara Anak, 25 April 2011, 
http://www.voanews.id/indonesian/news/UNlCEF-Pihak-Bertikai-Di-Somalia-Libatkan-Tentara-
Anak-120658334.html. (diakses 3 November 2011).

,6.Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict, Grave violations Against Children in Armed Conflict. 
http://www.un.org/children/conflict/english/conflicts.html. (diakses Desember 2011), data ini 
berdasarkan pada laporan Sekertaris Jenderal Kepada Dewan keamanan PBB di tahun 2010 yang 
dikeluarkan pada April 2011.

secara

http://www.voanews.id/indonesian/news/UNlCEF-Pihak-Bertikai-Di-Somalia-Libatkan-Tentara-
http://www.un.org/children/conflict/english/conflicts.html
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tua karena mereka tewas, dibuat cacat, diculik, kehilangan hak atasorang

penghidupan yang layak, menderita luka dan mengalami trauma batin secara 

emosional hingga dijadikan tentara anak. Mereka dipaksa untuk meninggalkan 

lingkungan tempat tinggalnya, diperlakukan layaknya tentara, dipengaruhi dan 

ditempa untuk terlibat langsung dalam peperangan membuat mereka menjadi rentan

khususnya terhadap kekerasan, pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi,

dan kematian.

Berdasarkan uraian di atas penegakan hukum humaniter yang mengatur tata

cara berperang mempunyai peranan penting dalam membatasi ruang lingkup pihak-

pihak yang boleh terlibat langsung di medan pertempuran. Prinsip pembedaan yang

menjadi dasar perlindungan hukum humaniter dalam situasi perang harus tegas

membedakan kategori kelompok yang boleh diserang di medan pertempuran,

terutama mengenai batasan umur minimal seseorang boleh direkrut menjadi tentara 

untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap anak dibawah 

sebagaimana yang tercantum dalam dua protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949. 

Hal ini perlu dikaji untuk meminimalisir tentara anak sebagai korban eksploitasi 

dalam peperangan.

umur,



8

B. Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang di atas maka masalah pokok yang akan diteliti dalam tulisan ini dirumuskan 

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status Tentara Anak sebelum dan sesudah Protokol 

Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949?

2. Bagaimana pelaksanaan aturan mengenai pelarangan terhadap penggunaan 

Tentara Anak di negara peserta Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 

1949?

3. Bagaimana sanksi atas pelanggaran aturan-aturan dalam Hukum Humaniter

Internasional tentang Tentara Anak, serta kontrol terhadap pelaksanaan sanksi

tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini diataranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan status Tentara Anak sebelum dan sesudah

Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949

2. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan mengenai pelarangan terhadap 

penggunaan Tentara Anak di negara peserta Protokol Tambahan I dan II 

Konvensi Jenewa 1949.
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3. Untuk mengetahui sanksi atas pelanggaran aturan-aturan dalam Hukum 

Humaniter Internasional tentang Tentara Anak dan kontrol terhadap 

pelaksanaan sanksi tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan dengan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Secara teoritis hasil ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa 

ilmu hukum serta ilmu sosial lainnya, guna menambah pengetahuan dan

cakrawala berfikir mengenai Hukum Internasional.

2. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan dapat merupakan sumbangan

pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi hukum yang terkecil

guna membuat aturan-aturan hukum nasional tentang perlindungan anak di

indonesia.

3. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Internasional khususnya

di bidang hukum humaniter internasional selain untuk menambah wawasan

baik bagi penulis maupun pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, yaitu jenis 

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 

Penelitian ini menekankan pada data dan informasi tertulis yang didapat
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dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah 

hukum positif dalam artian penelitian yang menekankan pada data sekunder, 

yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah 

hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan baik berupa buku, 

jurnal, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan- 

ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan aturan hukum 

humaniter tentang tentara anak.

2. Metode Pendekatan

Untuk mengelola data-data yang di dapat digunakan metode pendekatan

Deskriptif Yuridis Analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan masalah

mengenai penggunaan Tentara Anak dalam konflik bersenjata dengan 

mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan aturan 

tentang Tentara Anak yang diatur dalam hukum humaniter dan menganalisa 

ketentuan-ketentuan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan

penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan 

kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan sumber data sekunder. 

Yang dimaksud data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah
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berbentuk bahan tertulis. Bahan Kepustakaan yang menjadi sumber data

sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) terdiri dari 

konvensi hukum internasional yang berkaitan dengan masalah ini. Antara

lain:

Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II

Konvensi Den Haag

Konvensi Hak Anak 1989

- Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Tahun 2000 Tentang

Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional 1998

b. Bahan hukum sekunder

Terdiri dari:

- Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Humaniter

- Skripsi tentang Hukum Humaniter

- Jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan lain yang diperoleh dari internet 

sebagai unsur penunjang.

c. Bahan hukum Tertier

Yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia.
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4. Metode Analisis Data

Analisis bahan dilakukan dengan menerapkan cara conterU analysis, yakni 

menganalisis materi muatan/isi, pasal-pasal konvensi dan peraturan-peraturan 

berhubungan dengan pengaturan tentang Tentara Anak dalam konflik 

bersenjata dengan cara menggunakan penafsiran sistematis, 

dilakukan pembahasan secara seksama melalui pola pemikiran deduktif ke 

induktif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang sekaligus menjadi 

jawaban dari permasalahan mengenai pengaturan tentang Tentara Anak dalam 

konflik bersenjata dalam hukum humaniter.

Setelah

1 .Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan ^ 
pasal yang satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam konvensi internasional yang satu 
maupun konvensi internasional yang lain untuk memahami secara jelas dan tepat makna yang 
terkandung dalam pasal tersebut, dalam Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum Jambi* CV 
Mandar Maju, 2008, hal. 96.

antara
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